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Vang mencemaskan
tentang maraknyva dinasti po-
litik dan pengusaha di parle-
mern.

Artikel itu mengungkapkan,
34.8 persen anggota DPD dan
DPIt RI terpilih  periode
2024-2029 memiliki kekera-
hatan politik, dengan DPEY me-
miliki tingkat kekerabatan lebih
tinggi (428 persen) dibanding-
kan DPR (31.2 persen).

Fenomena ini tidak hanya
mencerminkan k Ny pengn-
ruh dinasti politik, tetapi juga
menunjukkan semakin besar-
nya keterlibatan pengusaha di
lembaga legislatif. Kondisi ini
menimbulkan kekhawatiran se-
rius terhmdap koalitas demo-
krasi. keadilan, dan sistern me-
rit vang sangat vital bagi ke-
majuan bangsa Indonesia.

Indonesia sangat memerlu-
kan demokrasi yang substan-
=ial, vang didukung oleh ka-
pasi dan kapabilitas para pe-
mimpinnya vang mumpuni.

Tanpa hal  ini, kemajuan
bangsa akan sulit tercapai. Na-
mun, fenomena yang terunghkap
saat ini justru menunjukkan
tren vang berlawanan dengan
kebutuhan ini. Dominasi peng-
usaha d praktik dinasti po-
litik di parlemen membaawa ri-
ziko jangka pendek dan jangka
panjang vang perlu segera di-
atasi.

Dalam jangka
suknyia pengus ke parlemen
dan posisi-posisi strategis pe-
merintahan membawa risiko
konflik kepentingan vang akut.

Para pengusaha yang menjadi
anggota  parlemen  cenderung
membawa agenda bisnis me-
reka ke dalam proses legislasi.
Hal ini dapat terlihat dari ke-
cenderungan untuk mendorong
kebijakan-kebijakan yang
menguntungkan sektor bisnis
mereka, seperti deregulasi yvang
berlebihan atau pongura
pajak untuk industri tertento.

Akibatnya,  kebijjakan-kebi-
jakan publik yang dihasilkan
mungkin lebih menguntungkan
scdgelintir elite ekonomi dari-
pacda masyarakat hoas,

pendek, ma-

Perlu rambu-rambu ketat

Fenomena revolving door, di
mana teradi perpindahan an-
tari posisi di sektor publik dan
swastia, juga menjadi masalah

serins. Mantan pejabat peme-
rintah vang bergabung dengan
perusahaan swasta sering kali
membawa informasi dan ko-
neksi yang dapat dimanfaatkan
untuk keuntungan bisnis
Sebaliknys, pengusaha yang
menjadi pejabat publik mung-
kin membawa bias kepentingan
hisnis ke dalam pengambilan
keputusan pemerintah. Praktik
ini merusak integritas proses
demokrasi dan  menciptakan
ketidakpercayaan publik terha-
dap lembaga-lembaga negara.
Malam konteks politik
Li, kecenderungan mews is}
kekuasaan politik dalam ling-
karan keluarga atau kerabat de-
kat menciptakan hambatan ba-
gi individu-individu berbakat i
luar lingkaran tersebul untuk
berkontribusi dalam pemerin-
tahan. 11al ini bertentangan de-
ngan prinsip meritokrasi yang

sehe va menjadi dasar da-
lam pengisian jabatan publik.
Akibatnya.  kualitas  kepe-

mimpinan _dan pengambilan
keputusan dapat menurun ka-
rena posisi-posisi strategis tidak
selalu ditsi oleh individo yang
piling kompeten:

Dampak jangka panjang dari
fenomena ini bahkan lebih
mengkhawatirkan. Prominasi
pengusaha dan praktik dinasti
politik  di parlemen dapat
mengakibatkan erosi sistematis
fondasi demokrasi Indonesia,

Ketika lembaga legislatif di-
dominasi olch kepentingan bis-
nis dan ikatan kekeluargan,
fungsi  pengawasan  terhadap
eksekutif menjadi lemah. Parle-
men yang scharusnya menjadi
representasi rakyat  berubah
menjadi alat untuk melindungi
kepentingan segelintir elite.

Lebih jauh lagi, fenomena ini
dapat memperlebar kesenjang-
an ekonomi dan sosial yang
sudah ada. Kebijakan-kebijakan
wvang dihasilkan  cenderung
menguntungkan kelompok-ke-
lompok yang telah mapan seca-
ra ckonomi, sementara aspirasi
dan kebutuhan masvarakat luas
terabaikan. Ini bisa mencipta-
kan ketidakpuasan =osial yang
berpotensi menggEanggu stabi-
litis politik jangka panjang,

Sistern merit, vang sangat
penting bagi kemajuan bangsa.
juga terancam oleh dominasi
pengusaha dan praktik dinasti
politik di parlemen. Ketika ak-
ses ke posisi-posisi kunei lebih

ditentukan oleh koncksi bisnis
atan ikatan keluarga daripada
kompetensi dan prestasi. mo-
tivasi generasi muda mengem-
bangkan diri dan berkontribusi
padas negara bisa menurun,

Ini tidak hanyva merugikan
individu-individu berbakat,
tetapi juga menghambat inovasi
dan kreativitas vang diperlukan
untuk memajukan bangsa.

Dalam konteks global, prak-
tik-praktik ini dapat merusak
citra Indonesia di mata inter-
nasional. Negara mitra dan in-
vestor asing mungkin memper-
tunyakan komitmen Indonesio
terhadap tata kelola vang baik
dan  pemberantasan  korupsi.
Hal ini bisa berdampak negatif
pada investasi asing dan kerja
sama internasional yvang pen-
ting bagi pertumbuhan ekono-
v

Rekomendasi pembenahan
Uintuk mengatasi ini. diper-

lukan serangkaian langkah stra-

tegis dan reformasi sistemik.

Pertama, pensuatan regulasi.
Perlu  dibuat  undang-undang
yang lebih ketat mengenai kon-
flik kepentingan. bagi anggota
parlemen dan pejabat publikc

Repgulasi ini harus mencakup
pembatasan vang jelas terhadap
keterlibatan dalam kegiatan
bisnis selama menjabal, serta
periode cooling off vang wajib
dijalani sebelum beralih ke sek-
tor swasta. Iniomemang agak
dilematis jika pembuat regulasi
diminta membatasi dirinyvis sen-
diri. Perlu dorongan politik dari
luar parlemen yvang kuat.

Kedua,  transparansi  dan
akuntabilitas, Implementasi
sistem yang mewajibkan peng-
ungkapan aset dan kepentingan
bisnis secara detail bagi semua
peiabat publik dan anggota par-
lemen. Informasi ind haros da-
pat diakses oleh publik untuk
memastikan pengawasan vang
efektif. Aspek inml juga mem-
butuhkan KPE, : it hukum,
lembaga ain | termasuk media,
vang lebih kuat dari vang ada
sekarang ini.

Ketiga, reformasi sistem pe-
milu.  Perlu  dipertimbangkan
pembatasan terhosdap kandidat
vang memiliki hubungan ke-
kerabatan dengan pejabat pe-
tahana atau memiliki konflik
kepentingan bisnis yvang signi-
fikan. Sistem pemilu juga periu
dirancang untuk mendorong

partisipasi andidat-lkandidat
baru vang berkualitas.

Heempa nguatan partai
politik. 1 1g partal me-
lakukan si vang lebih
haik «dan rapkan  sistem

merit dalam pemilihan kandi-
dat. Partai harus didorong un-
tuk menjadi institusi vang be-
mewakili kepenting-
at, hukan lar ken-
darman politik bagi elite eko-
nomi.

Kelima., pendidikan politik
Meningkatkan kesadaran poli-
tik 1 arakat melalui program
pendi TIEETEEL
vang komprehensif. Masyvara-
kat perlu dibekali pemahaman
tentang  pentingnyva  memilih
wakil rakyat bher ar kompe-
tensi dan integritas, bukan ke-
kayvaan atau nama keluarga.

Keenam, penguatan lembaga
pengawas. Memperkuat peran
dan independensi lembaga se-
perti KPK, Ombudsman, dan
Bawaslu  dalam  mengawas
praktik-praktik yvang berpotensi
merugikan demokrasi.

Ketujuh, pemberdayvaan ma-
syarakat sipil. Memberikan ru-
ang yang lebih besar bagi or-
ganisasi masvarakat sipil dan
media independen untuk me-
lakukan pengawasan dan kritik
terhadap  proses  politik,. Per-
lindungan hukum yang kual ba-
gi aktivis dan jurnalis wang
mengungkap praktik korupsi
dan nepotisme diperlukan.

Kedel: n, roformasi biro-
krasi. Memperkuat sistem me-
rit dalam rekrutmen dan pro-
mosi pegawai negeri sipil untuk
memastikan bahwa posisi-po-
sis1 kunci disi individu yang
kompeten dan berintegritas,

Kesembilan, kebijakan anti-
nepotisme. Memberlakukan
kebijakan yang membatasi pe-
nempatan anggota keluargs do-
lam posisi-posisi pemerintahan,
terutama dalam satu lembaga

atau departemen yvang sama.
s ngat reformasi o "
MPR anti-KKN yang dih

¥
kannva perlu diperkuat dan di-
gaungkan lagi.

Selanjutnya, evaluasi berkala
dengan melakukan evaluasi re-
guler terhadap kinerja anggota
parlemen dan pejabat publik,
dengan mekanisme pemberian
=anksi vang tegas bagi mereka
vang terbukti menyvalahguna-
kan posisi untuk kepentingan
pribadi atan bisnis
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